
a SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEil PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENPASAMAN BARAT

NOMOR 1 03 / PP. 0 a .2-Kpt I 13 L2 I KPU-Kab / VIt I 2O2o

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PASAMAN BARAT NOMOR 99 / PP.O4 .2-Kpt / I 3 1 2 / KPU -Kab / W / 2O2O

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE

KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PASAMAN BARAT TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang a. bahwa Iswin telah mengundurkan diri menjadi anggota

PPDP Nagari Koto Batl;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat

(3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2OtS tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten I Kota, Pembentukan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OL5, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasaman Barat tentang Pengangkatan

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se Kabupaten

Pasaman Barat unhrk Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati

Pasaman Barat Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penggalti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2OI4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol5 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2OL7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Mengingat



Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Watil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2OL9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (B,erira Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 905),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Beita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2O19 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 320);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-

Kpt I 01 I KPU / Vl / 2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

L69 / PP.O4.2-Kpt/ 03 / l<PU / ill I 2O2O tentang Perubahan

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

661PP.O6.4-KqbO3|KPU llll2o2o tentang Pedoman



Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasaman Barat Nomor 82/}JK.O3.l-Kptl l3l2lKPU-

Kab/W/2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasaman Barat Nomor 1 12lHK.03. 1 -Kpl I l3l2 / l<PU -

Ka.blxl2}lg tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakit Bupati Pasaman Barat Tahun 2O2O;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 661PP.O6.4-Kptl03IKPV llrl2O2O

Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

Barat Nomor 54O|PP.O4.2-SD/01/KPU/VIIl2O2O

Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487 IPP-O4.2'

SD/O|/KPU/VI|2O2O Perihal Pencabutan Surat KPU

Nomor 485 I PP.O4.2-SD/ 0 1 / KPU/VI I 2O2O dan Arahan

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

dalam Pemilihan Serentak Tahun 2O2O;

1O. Kepuhrsan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasamarr Barat Nomor 9OlPL.O2.2-Kptl l3L2lKPU-

Kablvll2C.2O Standar Operasional Prosedur

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati

Pasaman Barat Tahun 2O2O;



KESATU

KEDUA

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat

Nomor 741PP.O4.2-BA| l3l2/Vlll2o20 Tanggal 17 Juli

2O2O tentang Perubahan Ketiga Penetapan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Nagari Koto Baru

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman

Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 991PP.O4.2-Kpt/ lsr2/KPU-
Kablvlll2O2} TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE KABUPATEN
PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2O2O

Mengangkat dan menggalti Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih se Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati

dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 202O di Nagari

Koto Nagari sebagaimana tercantum dalam l,ampiran

Keputusan yang merupakan bagran tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat

Tahun 2O2O di tingkat kelurahan/desa yang bertugas

melakukan pemutakhiran data pemilih dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

KETIGA

Memperhatikan :

Menetapkan



KEEMPAT

KELIMA

Gubemur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupa.ti

Pasaman Barat Tahun 202O.

Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1

{satu) bulan terhitung sejak Tanggal 17 Juli sampai

dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 17 Juh2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB BARAT

IEN P



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 1 03 / PP. 0 a .2-Kpt I 1 s 1 2 / KPU-Kab /VII / 2o2o
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
NoMoR 99 lPP.o4.2-Kpt/ r3L2 /KPU-Kab/VIt /2o2o
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE KABUPATEN
PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2O2O

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN LUHAK NAN DUO
KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
BARAT TAHUN 2O2O

1. NAGARI KOTO BARU

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 17 Juli 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENPASAMAN BARAT

ALHARIS

Salinan dengan aslinya
ISI PEMILIHAN UMUM

BARAT

ttd

SEBELT'U PERI'BAIIAIT / PENq}ANTI
No TPS llane Je.sls

Kelamln
No TPS ilarna Jenls

Kelamtn
I 46 ISWIN L I 46 VTVO ANUARI L


